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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data (UU PDP)
menjadi konsep baru pelindungan data di Indonesia. UU PDP merespons berbagai
permasalahan peretasan data dan/atau penggunaan data yang merugikan
masyarakat. UU PDP menjadi peraturan yang khusus mengatur pelindungan data
beserta unsur hak-hak dan kewajiban-kewajiban pihak-pihak yang ada. Pasal 53
ayat (1) menyatakan kewajiban kepada pengendali data pribadi untuk menunjuk
Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi (PPDP). Pada sektor perbankan sendiri,
pengendali data tersebut adalah bank. Sehingga, bank wajib menunjuk PPDP
dalam proses kegiatan intinya. Bank banyak memonetisasi data nasabah melalui
business profiles dan behavior transactions. Oleh karena itu, agar pemrosesan
monetisasi data oleh bank sesuai dengan peraturan, diperlukan peranan PPDP.
Namun, hingga saat ini, belum ada pedoman jelas peranan PPDP khususnya sektor
perbankan, mengingat peraturan pemerintah amanat UU PDP juga belum
disahkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan peranan ideal PPDP
baik dari telaah hukum positif maupun magasid syart ‘ah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normative)
dengan mengumpulan data melalui studi pustaka yang berhubungan dengan
pelindungan data nasabah di sektor perbankan. Untuk menjawab permasalahan
tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual
approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approahch). Data-data
yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa peran PPDP melalui telaah
Pasal 53 dan 54 UU PDP memiliki beberapa peran dalam sektor perbankan.
Pertama, PPDP bertanggung jawab penuh atas pemberian informasi dan saran.
Kedua, PPDP berperan sebagai narahubung dan koordinator pemrosesan data.
Ketiga, PPDP berperan sebagai pemantau kepatuhan norma pemrosesan data.
Keempat, PPDP berperan dalam memberikan pendapat terkait penilaian dampak
atas produk perbankan dan/atau segala pemrosesan data nasabah. Pada telaah
Magasid syari ‘ah, data dapat diartikan sebagai harta dalam hukum Islam karena
beberapa alasan. Alasan data sebagai harta, seperti data memiliki nilai manfaat,
data dapat diperjualbelikan serta dimonetisasi, dan data dilindungi oleh legislasi
yang sah. Data sebagai harta tersebut sebagai landasan penting dampak peretasan
data sebagai klasifikasi cakupan magasid syart ‘ah.

Kata Kunci: Pejabat/Petugas Pelindungan Data (PPDP), Privasi, Magasid
Syari ‘ah



ABSTRACT

Act No. 27 of 2022 on Data Protection (UU PDP) is a new concept of data
protection in Indonesia. UU PDP responds to various problems of data hacking
and/or the use of data that is detrimental to society. UU PDP is a regulation that
specifically regulates data protection along with elements of the rights and
obligations of the parties. Article 53 paragraph (1) states the obligation for the
personal data controller to appoint a Personal Data Protection Officer (PPDP).
In the banking sector itself, the data controller is the bank. Thus, banks are
obliged to appoint PPDP in the process of their core activities. Banks monetize a
lot of customer data through business profiles and behavior transactions.
Therefore, in order for the processing of data monetization by banks to comply
with regulations, the role of PPDP is required. However, until now, there has
been no clear guidance on the role of PPDP, especially in the banking sector,
considering that the government regulation mandated by the PDP Law has also
not been passed. The purpose of this research is to find the ideal role of PPDP
from both positive law and maqasid syari ‘ah.

This research is a normative legal research (juridical normative) by
collecting data through literature study related to customer data protection in the
banking sector. To answer these problems, this research uses a conceptual
approach and a statutory approach. The data obtained is then analyzed
qualitatively.

Based on the results of the research, it is stated that the role of PPDP
through the review of Articles 53 and 54 of the PDP Law has several roles in the
banking sector. First, PPDP is fully responsible for providing information and
advice. Second, PPDP acts as a contact person and data processing coordinator.
Third, PPDP acts as a monitor of compliance with data processing norms. Fourth,
PPDP plays a role in providing opinions related to the impact assessment of
banking products and/or all customer data processing. In the maqasid syari ‘ah
analysis, data can be interpreted as property in Islamic law for several reasons.
The reasons for data as property include the fact that data has a useful value, data
can be traded and monetized, and data is protected by legal legislation. Data as
property is an important basis for the impact of data hacking as a classification
of the scope of maqasid shari ‘ah.

Keywords: Data Protection Officer (DPO), Privacy, Magqasid Shart ‘ah
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“Dan bertakwalah kepada Allah; maka Allah akan mengajarimu; dan Allah

Mahamengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Bagarah: 282)

“Ilmu Amaliah, Amal Ilmiah”
-Djazman Al-Kindi
“Banyak bahasa cinta, tetapi yang paling indah hanyalah doa kepada-Nya.”
-unknown

“Jika nikmatnya ilmu lebih indah dari sinarnya senja, apa yang dapat-ku lakukan
selain jatuh cinta?”

-unknown
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untuk ilmu, peradaban manusia, dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan
Allah Swt.

viii



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa

lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini

menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya

adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama
| Alif  [tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba‘ B Be
< Ta‘ T Te
& Sa S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha“ H ha (dengan titik di
bawah)
z Kha‘ Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal 7 ze (dengan titik di atas)




J Ra‘ R Er
J Zai y4 Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di
bawah)
o= Dad D de (dengan titik di
bawah)
L Ta N te (dengan titik di
bawah)
L Za Z zet (dengan titik di
bawah)
¢ _Ain _ koma terbalik di atas
d Gain G Ge
- Fa‘ F Ef
3 Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L _el
p Mim M _eém
o Nun N _en
3 Waw W W
o Ha‘ H Ha




3 Hamzah

Apostrof

Ya‘

W%

Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

A Ditulis muta’addidah
e Ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
O Ditulis hikmah
H Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

EENEEIES

Ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbitah hidup atau dengan harakat fatkah kasrah dan

dammah

ditulis t atau h.

Xi




Ll 385 | ditulis Zakah al-Firi
D. Vokal Pendek
A (R Fathah Ditulis a
2. | eemm e Kasrah Ditulis i
3. | e ¢ Dammah Ditulis u
E. Vokal Panjang
Fathah + alif ditulis ditulis a
Ol Istihsan
Fathah + ya’ mati ditulis ditulis a
S Unsa
Kasrah + ya’ mati ditulis ditulis 1
sl al- ‘Alwani
Dammah + wawu mati ditulis ditulis 0]
psle ‘Ulim

I.  Vokal Rangkap

Xii




1. | Fathah + ya’ mati ditulis ali
ditulis
ad e Gairihim
2. | Fathah + wawu mati ditulis au
ditulis
JA Qaul

I1.  Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
aill Ditulis a’antum
< acf Ditulis u’iddat
A5 S oAl Ditulis la’in syakartum

1. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Ol Ditulis Al-Quir’an

olll Ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf

I (el)nya.

s ) Ditulis ar-Risalah
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£ Ll Ditulis an-Nisa’

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

i Cal Ditulis Ahl ar-Ra’yi

A8 Jal Ditulis Ahl as-Sunnah

K. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus
Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang
menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,

Hidayah, Taufig, Al-Ma‘arif dan sebagainya.
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setiap-tiap yang memberikan dukungan baik materiil maupun moril. Rasa ucapan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 27 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah
disahkan pada 17 Oktober 2022 oleh Presiden Joko Widodo.! Adanya UU PDP
memperkuat kedaulatan digital negara®> khususnya dalam melindungi hak-hak
privasi warga negara. UU PDP menjadi implementasi konseptual sui generis lex
habeas data dengan yurisdiksi teritorial dan virtual.® UU PDP menjadi
konvergensi regulasi atas peraturan pelindungan data di berbagai sektor menjadi
sebuah legislasi. Melalui legislasi UU PDP menjadi gambaran bahwa negara hadir
dalam menegakkan lex informatica khususnya lex digitalis habeas data sebagai
norma-norma ketertiban dan keteraturan dalam pemanfaatan teknologi internet.*
Hukum pelindungan data pribadi melalui UU PDP digambarkan sebagai lex
digitalis habeas data. Maksud lex digitalis habeas data adalah UU PDP sebagai
hukum pelindungan data yang berlaku secara nasional, termasuk norma-norma

yang memaksa. Lex digitalis habeas data memiliki sifat yang mengikat dan

1 Mochamad Januar Rizki, “Sah! UU 27/2022 Jadi Nomor Resmi UU PDP,”
https://www.hukumonline.com/berita/a/sah-uu-27-2022-jadi-nomor-resmi-uu-pdp-
1t634f8040346d5/4#!, akses 5 Januari 2024.

2 Ahmad M. Ramli, “Jangan Abaikan Kedaulatan Digital,”
https://mww.kompas.com/tren/read/2023/11/16/081750065/jangan-abaikan-kedaulatan-digital,
akses pada 5 Januari 2024.

3 Danrivanto Budhijanto, Hukum Pelindungan Data Pribadi, (Bandung: PT. Refika Aditama,
2022), him. 12.

4 Matthias C. Kettemannm, The Normative Order of the Internet: A Theory of Rule and
Regulation Online (Inggris: Oxford Press, 2000), dalam Danrivanto Budhijanto, Hukum
Pelindungan Data Pribadi, ... ...., him. 60.



memaksa untuk substansi yang lingkupnya nasional (domestik).> UU PDP
menjadi lex habeas data yang didasari pada pemahaman subjek hukum
pelindungan data pribadi yang melakukan perbuatan hukum dan memiliki akibat
secara hukum akan terkoneksi, berinteraksi, dan bertransaksi data digital di ruang
maya.® Namun, dalam Pasal 2 ayat (1) UU PDP menjelaskan bahwa UU a quo
dapat berlaku di luar wilayah NRI apabila berakibat hukum pada subjek data di
wilayah NRI dan/atau subjek data di luar wilayah NRI yang berwarga negara
Indonesia.

UU PDP merespons berbagai masalah tentang peretasan data, kebocoran data,
dan/atau penyalahgunaan data. Salah satu kasus kebocoran data pada sektor
perbankan dialami oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), Alfons Tanujaya—
pengamat keamanan siber Vaksincom menyatakan layanan BSI mengalami
gangguan ransomware oleh Lock Bit pada 8 Mei 2023 dan berhasil meretas 1.5
terabyte data nasabah.” Walaupun demikian, Hery Gunardi—Direktur Utama BSI
menyatakan gangguan BSI telah dipulihkan melalui penguatan divisi khusus,

yaitu Chief Information and Security Officer.® Perbankan menjadi institusi krusial

° Danrivanto Budhijanto, Hukum Pelindungan Data Pribadi, ......., him. 31.
5 1bid. him. 17.

" Fitra Khadijah Shahnaz, “Data dan Password BSI (BRIS) Bocor, Pakar Ungkap
Kronologinya,”, https://finansial.bisnis.com/read/20230513/90/1655579/data-dan-password-bsi-
bris-bocor-pakar-ungkap-kronologinya, akses 17 Juni 2023.”

8 Pratama Wibi Pangestu, “Heboh! Data Nasabah BSI (BRIS) Diduga Bocor, Manajemen
Buka Suara. Finansial,”, https://finansial.bisnis.com/read/20230513/90/1655613/heboh-data-
nasabah-bsi-bris-diduga-bocor-manajemen-buka-suara, akses 17 Juni 2023.


https://finansial.bisnis.com/read/20230513/90/1655579/data-dan-password-bsi-bris-bocor-pakar-ungkap-kronologinya
https://finansial.bisnis.com/read/20230513/90/1655579/data-dan-password-bsi-bris-bocor-pakar-ungkap-kronologinya
https://finansial.bisnis.com/read/20230513/90/1655613/heboh-data-nasabah-bsi-bris-diduga-bocor-manajemen-buka-suara
https://finansial.bisnis.com/read/20230513/90/1655613/heboh-data-nasabah-bsi-bris-diduga-bocor-manajemen-buka-suara

karena banyak melakukan pemrosesan data pribadi nasabah guna kepentingan
bisnis.

UU PDP memberikan terobosan norma-norma dan prinsip-prinsip atas
pelindungan privasi khususnya data pribadi. Namun, masih banyak pengendali
data pribadi (PDP) yang belum memenuhi standar kualitas privasi. Berdasarkan
laporan Survey Cisco 2018 Privacy Maturity Benchmark Study menyatakan
bahwa sebanyak 74 persen perusahaan yang belum memiliki kualitas privasi yang
memadai sehingga mengalami kerugian lebih dari $500.000 pada tahun 2017, dan
hanya ada 39 persen perusahaan yang memiliki pelindungan privasi yang baik.®
Agar para PDP mengikuti norma-norma dan prinsip-prinsip UU PDP, dalam Pasal
53 ayat (1) UU PDP menyatakan bagi PDP wajib menunjuk pejabat/petugas
pelindungan data pribadi (PPDP). Namun, PPDP masih menjadi persoalan baru
karena belum ada aturan khusus tentang penunjukkan, fungsi, dan peran PPDP
secara spesifik.

PPDP dalam penunjukannya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, b, dan ¢
UU a quo. Pasal 53 ayat (1) UU a quo tersebut memberikan penjelasan bahwa
PPDP wajib ditunjuk oleh PDP apabila memenuhi syarat yang ada dalam huruf a,
b, ¢ Pasal 53 ayat (1) UU a quo. Pada norma tersebut perlu penelahaan, apakah
setiap orang, badan publik, dan/atau organisasi internasional termasuk PDP
sehingga wajib menunjuk PPDP atau tidak. Penelaahan tersebut dapat dianalisis
melalui kegiatan inti terkait pemrosesan data terhadap suatu orang, badan publik,

dan/atau organisasi internasional tersebut terhadap Pasal 53 ayat (1) UU a quo.

% Cisco, Privacy Maturity Benchmark Study (Amerika: Cisco, 2018), him. 5.



PPDP memiliki syarat penunjukan dan kualifikasi yang diatur secara general
dalam Pasal 53 ayat (2) UU a quo. Pada norma tersebut menegaskan bahwa PPDP
ditunjuk berdasarkan (1) profesionalitas, (2) pengetahuan mengenai hukum, (3)
praktik pelindungan data pribadi, dan (4) kemampuan memenuhi tugas-tugasnya.
Pada setiap poin tersebut dikontekstualisasikan dengan kekhususan penelitian
penyusun pada sektor perbankan. 4 (empat) poin syarat tersebutlah yang menjadi
legal standing dalam menelaah syarat seseorang kompeten sebagai PPDP.

PPDP memiliki tugas secara general yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan
(2) UU a quo. Pada Pasal 54 ayat (1) UU a quo memberikan legal standing
gambaran tugas PPDP yang dapat diaktualisasikan dalam berbagai sektor. Pasal
54 ayat (2) UU a quo memerintahkan pada kepada PPDP dalam melaksanakan
fungsi pelindungan data wajib memperhatikan risiko terkait pemrosesan data
pribadi melalui pertimbangan, seperti (1) sifat, (2) ruang lingkup, (3) konteks, dan
(4) tujuan pemrosesan. Beberapa poin tersebut dapat menjadi pertimbangan PPDP
dalam melaksanakan tugasnya di berbagai sektor. Namun, hingga saat ini,
ketentuan lebih lanjut tentang PPDP belum ada panduan jelas karena peraturan
pemerintah yang diamanatkan UU PDP belum diterbitkan.

PPDP yang menjadi amanat UU PDP kepada PDP masih menyisakan
ketidakjelasan peran dan tugas. Teguh Arifyadi—PIt. Direktur Tata Kelola
Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian
Kominfo RI menyatakan bahwa PPDP menjadi bagian penting dalam pelindungan
data pribadi. Pengaturan pelindungan data pribadi/nasabah/konsumen pada sektor

perbankan yang merupakan institusi yang paling banyak mengumpulkan data.



Lebih lanjut, Teguh Arifyadi menyatakan bahwa Indonesia memerlukan 140.000
ribu PPDP di berbagai sektor khususnya dalam perbankan membutuhkan 153
PPDP.* Teguh mempertegas bahwa institusi perbankan wajib menunjuk PPDP
dalam pemrosesan data nasabah.*

Bank mengalami berbagai perkembangan dalam melakukan fungsi
intermediasi. Perbankan didorong dalam melakukan migrasi pendekatan nasabah
ke sektor digital. Perbankan dihadapkan pada empat aspek, yaitu data, model
bisnis, regulasi perbankan, dan adopsi teknologi informasi dalam menunjang
aspek bisnis.*? Contrive Datum Insights memperkirakan pasar monetisasi data
global diproyeksikan akan mencapai $9,421.4 juta pada tahun 2030 serta dengan
perhitungan compound annual growth rate (CAGR)*® sebesar 18,2 persen selama

periode perkiraan 2022 — 2030.** Monetisasi data ini merupakan kajian analitik

10 Subdirektorat Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi dan PT. Cynexis International, Grand
Design Pembentukan Ekosistem Data Protection Officer di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal
Aplikasi Informatika, 2021), him. 103.

11 BNI Corporate University, “Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan
Implikasi  bagi  Perbankan,” BNI Corporate Universiry  (Jakarta, 2022),
https://www.youtube.com/watch?v=NdydZKCazZo&t=4742s akses pada 19 Desember 2023.

2. KPMG Australia, The Future of Digital Banking (Adelaide: KPMG International
Cooperative, 2019), him. 10 - 12,

13 Compound annual growth rate (CAGR) adalah rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan
suatu investasi dalam jangka waktu tertentu lebih dari satu tahun. CAGR adalah salah satu cara
paling akurat untuk menghitung dan menentukan return yang dapat naik atau turun seiring
berjalannya waktu. Lihat dalam Mohamad Soedarman, Putrin Mar’ah Afifah, dan Abdul Kadir
Usri, “Pengaruh Compound Annual Growth Rate, Drawdown, Expense Ratio, Dan Total Asset
Under Management Terhadap Pengambilan Keputusan Berinvestasi Pada Dana Reksa,” Jurnal
Akuntansi 16, no. 1 (2022), him. 81.

14 Contrive Datum Insights Pvt Ltd, “Data Monetization Market is projected to Reach
$9,421.4 Milion by 2030, at a CAGR of 18.2% during the forecast period 2022-30, Data by
Contrive Datum Insight,” Contrive Datum Insight, 2023, https://www.globenewswire.com/news-
release/2023/01/13/2588793/0/en/Data-Monetization-Market-is-projected-to-Reach-US-9-421-4-
Million-by-2030-at-a-CAGR-of-18-2-during-the-forecast-period-2022-30-Data-by-Contrive-
Datum-Insights.html. akses pada 14 Desember 2023.



data untuk mendapatkan wawasan konsumen sebagai strategi bisnis. Aspek data
dan analisis data ini bahkan sebagai disiplin bisnis dalam menangkap potensi
pertumbuhan finansial, salah satunya pada aspek perbankan. Oleh karena itu,
penting adanya PPDP dalam pemrosesan data pada sektor perbankan agar
monetisasi data nasabah dapat berjalan sesuai norma UU PDP.

Berdasarkan persoalan dan urgensivitas PPDP sebagai amanat UU PDP maka
penyusun memiliki peran akademik dalam menemukenali peran PPDP tersebut.
PPDP akan diteliti oleh penyusun melalui pisau analisis teori code 2.0 Lawrence
Lessig, teori pelindungan privasi, dan magasid syart ‘ah kontemporer. Penemuan
peran PPDP dikaji melalui norma-norma dan prinsip-prinsip pelindungan privasi
secara normatif. Penyusun juga mengonsepsikan pelindungan data pribadi melalui
kontemporer dalam merespons peran PPDP. Penelitian ini dianggap mendesak
bagi penyusun mengingat pelanggaran terhadap data pribadi dapat terjadi kapan

saja.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti memiliki 2 (dua) rumusan

masalah, di antaranya:

1. Bagaimana peran Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi terhadap
pelindungan data nasabah di sektor perbankan?
2. Bagaimana aktualisasi magasid syari‘ah kontemporer terhadap peran

Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi di sektor perbankan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian



Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan

yang ingin dicapai sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui peranan Pejabat/Petugas Pelindungan Data

Pribadi (PPDP) pada sektor perbankan baik secara teori maupun
secara praktik berdasarkan analisis peraturan-peraturan yang
berkaitan dengan data nasabah; dan

Untuk mengetahui peran nilai Pejabat/Petugas Pelindungan Data
Pribadi (PPDP) pada sektor perbankan melalui telaah filosofis
magqasid syari‘ah kontemporer agar PPDP memiliki kesadaran
intuitif akan pentingnya pelindungan privasi khususnya data

nasabah.

2. Kegunaan Penelitian

a.

Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu membuka pengembangan
pentingnya pelindungan privasi pada hukum perbankan khususnya
perbankan melalui analisis magasid syari ‘ah kontemporer.
Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi profesi
hukum perbankan pada tataran praktis, seperti hasil penelitian
diharapkan ini mampu menjadi spesifikasi desain PPDP di sektor
perbankan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan
peluang dan harapan besar bagi pengembangan profesi PPDP di

masa depan.



c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar S1 (strata

satu) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai peran PPDP sudah umum dianalisis di berbagai negara karena
faktor lebih awalnya mengundangkan UU PDP. Negara-negara pada tahun 2022
yang sudah memiliki UU PDP berjumlah 148 negara. Namun, untuk Indonesia
yang baru mengundangkan UU PDP pada Oktober 2022 merupakan fenomena
ketertinggalannya daripada negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia,
dan Thailand yang lebih dulu memiliki UU PDP.* Akibat dari kesadaran tentang
pentingnya UU PDP berakibat pada pemberlakukan penerapan skema PPDP/DPO
yang lebih awal. Misalnya, Singapura sudah mulai memberlakukan skema
PPDP/DPO pada tahun 2013 di bawah kewenangan Komisi Pelindungan Data

Pribadi Singapura.'®

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan
Informatika pada tahun 2021 sudah membuat Grand Design Pembentukan
Ekosistem Data Protection Officer (DPQ) Indonesia.’” Pada penelitian tersebut
sudah komprehensif dalam menggambarkan skema ekosistem PPDP. Misalnya,

dalam okupasi kompetensi PPDP dapat menggunakan metode RACI, seperti (1)

15 Mochamad Januar Rizki, “Membandingkan Isi UU Pelindungan Data Pribadi di Indonesia
dengan Negara Lain,” hukumonline.com, Oktober 2022,
https://imww.hukumonline.com/berita/a/membandingkan-isi-uu-pelindungan-data-pribadi-di-
indonesia-dengan-negara-lain-1t633b5e0a02300/?page=all, akses pada 9 Desember 2023.

16 Subdirektorat Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi dan PT. Cynexis International, Grand
Design Pembentukan Ekosistem Data Protection Officer di Indonesia (Direktorat Jenderal
Aplikasi Informatika, 2021), him. 16.

7 1bid., him. 63 - 70.



responsible (R), (2) accountable (A), (3) consult (C), dan (4) inform (1). Pada
skema tersebut juga dijelaskan tentang PPDP dalam sektor perbankan. Namun,
penjelasan PPDP dalam sektor perbankan hanya menggambarkan pada
penyebutan norma-norma sektoral pelindungan data pada sektor perbankan.
Misalnya, disebut tentang UU 7/1992 tentang Perbankan, UU 21/2008, Surat
Edaran dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Walaupun telah disebut norma-
norma yang berkaitan, skema tersebut belum pada tingkatan analisis yuridis setiap
norma yang ada. Lebih lanjut, dalam skema tersebut juga khawatir akan
ketidakselarasan akan regulasi pelindungan data pribadi perbankan dengan UU
PDP sehingga masih perlu kajian-kajian pelindungan data di sektor perbankan
melalui telaah analisis yuridis normatif.

PPDP dalam kajian komparasi pernah dilakukan penelitian baru-baru ini.
Misalnya, penelitian artikel jurnal oleh Siti Yuniarti yang berjudul
Petugas/Pejabat Pelindungan Data Pribadi dalam Ekosistem Perlindungan Data
Pribadi: Indonesia, Uni Eropa dan Singapura. Pada komparasi penelitian tersebut
membahas mengenai Data Protection Officer (DPO) dari komparasi Singapura,
Uni Eropa, dan Indonesia, dengan bahasan, seperti (1) Terminologi DPO, (2)
Persyaratan kewajiban penunjukan DPO, (3) Fungsi dan tugas DPO, (4) DPO as
a Service (DPQOaS), dan (5) Independensi DPO.*® Misalnya, dalam legal standing
PPDP pada jurnal tersebut menggunakan Pasal 45 ayat (1) RUU PDP, sedangkan

pada UU PDP legal standing PPDP pada Pasal 53 ayat (1) serta masih banyak

18 Siti Yuniarti, “Petugas/Pejabat Pelindungan Data Pribadi dalam Ekosistem Perlindungan
Data Pribadi: Indonesia, Uni Eropa dan Singapura,” Jurnal Becoss (Business Economic,
Communication, and Social Science 4, no. 2 (2022), him. 111 - 120.
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penyesuai norma dengan UU PDP. Walaupun sudah dibahas DPO yang dikaitkan
dengan PPDP, tetapi Siti Yuniarti belum sama sekali membahas penunjukan,
fungsi, dan peran PPDP pada sektor tertentu khususnya perbankan. Justru Siti
Yuniarti mengakui perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang PPDP.

PPDP juga pernah dikaji secara khusus pada sektor kesehatan dalam
menanggapi isu peretasan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
(BPJS Kesehatan) pada Mei tahun 2021 lalu. Penelitian tersebut adalah artikel
jurnal oleh Muhammad lzzar Damargara, Muhammad Alhidayah, Muhammad
Raihan Faiqy, dan Jatnika Maulana yang berjudul Urgensi Realisasi Pengaturan
Data Protection Officer (DPO) pada Sektor Kesehatan Ditinjau dari Hukum
Pelindungan Data Pribadi. Realisasi DPO pada sektor kesehatan disandingkan
dengan Pasal 47 ayat (2) UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur
tentang keharusan para pelaku sarana pelayanan kesehatan dalam melakukan
penyimpanan dan penjagaan kerahasiaan dokumen rekam medis. Kemudian,
berdasarkan Pasal 27 UU 12/2011 tentang P3 bahwa dalam merancang peraturan
pemerintah haruslah sejalan dengan bidang tugasnya. Pola dalam menggambarkan
realisasi DPO pada sektor kesehatan tersebut diinterkoneksikan melalui peraturan
yang selaras. Hasil kajian realisasi peran dan fungsi DPO pada sektor kesehatan,
seperti memberikan informasi dan saran, monitoring dan kontrol kepatuhan,
masukan dan evaluasi, dan narahubung pada pemangku berkepentingan, yang

kesemuanya merupakan fungsi dan peran DPO pada instansi kesehatan.®

1% Muhammad Izzar Damargara, Muhammad Alhidayah, dan Muhammad Raihan Faiqy,
“Urgensi Realisasi Pengaturan Data Protection Officer (DPO) pada Sektor Kesehatan Ditinjau dari
Hukum Pelindungan Data Pribadi” 10 (2022). hlm. 1 - 15.
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Pada konteks analisis maqasid syari‘ah terhadap pelindungan data pribadi
sudah pernah dilakukan karena adanya isu akan kewajiban pengguna WhatsApp
untuk membagikan data pengguna kepada mitra aplikasi WhatsApp. Penelitian
tersebut adalah tesis oleh Akrom Auladi yang berjudul Studi Analisis RUU
Perlindungan Data Pribadi Perspektif Hukum Responsif dan Maqashid Syari’ah.
Fokus penelitian tersebut pada analisis RUU PDP melalui teori hukum responsif
dan magasid syari‘ah. Pada konteks magasid syari‘ah, Akrom Auladi
merefleksikan pelindungan privasi manusia selaras dengan konsep #ifzh al-Ird
sebagai inspirasi hifzu insaniyatil insan khususnya dalam konsep huriyat sebagai
inspirasi lebih spesifiknya.?

Pada tataran prosesor data pribadi selaku pemroses data atas perintah
pengendali data pribadi sudah pernah dilakukan penelitian dengan terminologi
profesi Chief Information Officer (CIO). Penelitian tersebut oleh Bhayu Wijaya
dan Hanif Abdul Halim dalam Buletin Riset Kebijakan Perbankan diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan yang berjudul The Role of CIO Cyber Risk & Data
Protection Law: Reinforcing Cyber Security Amid Digital Banking
Transformation. Fokus penelitian tersebut pada kajian CIO yang memiliki tugas
penuh dalam hal teknologi informasi perbankan serta arahannya dalam
memanajemen keamanan siber perbankan dan hubungan CIO dengan pimpinan
bank. Lebih lanjut, penelitian tersebut juga membahas mengenai manajemen

resiko dengan telaah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016.

20 Akrom Auladi, Studi Analisis RUU Pelindungan Data Pribadi Perspektif Hukum
Responsif dan Maqashid Syari’ah (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2021).
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Kemudian, juga dipaparkan mengenai integrasi antara hukum dan penguasaan
teknologi sebagai basis pelindungan keamanan siber perbankan.

Kajian Khusus tentang profesi pelindungan data sudah pernah dilakukan
dengan penamaan profesi Professional Data Protection Office (PDPO). Penelitian
tersebut adalah artikel jurnal oleh Carissa Christybella Wijaya, Fajar Sugianto,
Rizky P.P. Karo Karo, dan Tomy Michael dalam yang berjudul Idealization of
Establishing the Professional Data Protection Officer for Financial Transaction
Management in Indonesia: Reflecting on European Union. Fokus telaah isu yang
dianalisis dalam penelitian tersebut berhubungan dengan banyaknya peretasan
data pengguna aplikasi online, seperti Tokopedia, Bhinneka.com, KreditPlus,
Pintu Merah, dan Cernati. Penelitian tersebut menekankan adanya Code of Ethics
Commision agar DPQOs dapat dipercaya dalam menyelesaikan masalah.*

Berdasarkan telaah pustaka yang diambil oleh penyusun mengindikasikan
masih ada kekosongan penelitian. Kekosongan penelitian yang penyusun maksud
adalah tentang PPDP secara general atau PPDP yang pada konteks yang belum
menggunakan landasan yuridis UU PDP pada sektor perbankan. Konteks
penelitian general misalnya oleh Siti Yuniarti pada tataran PPDP dan Akrom
Auladi pada tataran RUU PDP. Penelitian yang lebih spesifik, misalnya oleh
Muhammad Izzar Damargara, dkk., tetapi justru pada sektor kesehatan. Penelitian
spesifik lainnya, misalnya oleh Bhayu Wijaya, dkk., yang menurut penyusun

masih meneliti prosesor data pribadi bukan pada PPDP itu sendiri. Kemudian,

2L Carissa Christybella Wijaya dkk., “Idealization of Establishing the Professional Data
Protection Officer for Financial Transaction Management in Indonesia: Reflecting on European
Union,” Economic & Law 3, no. 2 (Desember, 2021), him.31-42.
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Carissa Christybella Wijaya, dkk., mencoba menjelaskan PDPO, tetapi konteks
penelitian tersebut mengkaji pada bisnis komersial dengan mengambil kasus
Tokopedia atas peretasan data yang terjadi.

Penelitian ini memiliki fokus analisis yuridis peran Pejabat/Petugas
Pelindungan Data Pribadi (PPDP) khususnya dalam Undang-undang Nomor 27
Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan dalam sektor
perbankan melalui berbagai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan data
nasabah di perbankan. Penyusun menegaskan bahwa analisis PPDP pada
penelitian ini adalah pada peran PPDP di sektor perbankan terhadap telaah
normatif dan maqasid syari ‘ah kontemporer. Landasan yuridis penyusun adalah
UU PDP sebagai landasan yuridis yang kekinian. Dengan demikian, penyusunan

penelitian ini berusaha untuk membangun kebaruan analisis PPDP.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori digunakan untuk menyajikan cara-cara mengorganisasikan,
menginterpretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan
penelitian terdahulu.?? Penyusun menggunakan 3 (tiga) teori guna menganalisis

permasalahan yang ada, di antaranya:

1. Teori Code 2.0 Lawrence Lessig

Lawrence Lessig dalam mencetuskan Teori Code 2.0 memberikan konsep
bahwa hukum itu code. Lessig memandang perubahan ancaman kebebasan

setiap abad dengan paham utilitarianisme. Misalnya, di Inggris pada abad ke-

22 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), him. 23.
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19 yang menjadi ancaman kebebasan adalah norma-norma. Pada abad ke-20
yang menjadi ancaman kebebasan adalah penindasan negara melalui
hukuman pidana. Lalu, Lessig menyatakan bahwa ancaman kebebasan
sebagian besar pada abad ke-21 adalah dunia pasar. Maka Lessig menyatakan

bahwa ancaman kebebasan pada abad ke-21 adalah pengaturan kode.?

Pendekatan kode menjadi pendekatan baru dalam pengaturan privasi
yang dikemukakan oleh Lawrence Lessig. Lessig menyatakan bahwa dalam
setiap kehidupan ada yang dimonitori oleh pihak lainnya. Sehingga
diperlukan adanya pelindungan dalam prosesnya untuk melindungi siapa saja
yang merasa dirugikan. Lessig membagi privasi dalam 3 (tiga) hal, yaitu (1)
privasi lain, (2) konsep privasi berkaitan dengan kehormatan seseorang, dan
(3) konsep bahwa wewenang pemerintah harus dibatasi sehingga tindakannya

tidak mengganggu warga negara.

Teori Code 2.0 Lawrence Lessig digunakan penyusun dalam
menganalisis identifikasi masalah peran PPDP secara lebih luas. Teori ini
memberikan gambaran peran pelindungan privasi nasabah yang berkaitan
dengan kehormatan atau kerahasiaan keuangan nasabah. Kemudian, peranan
PPDP juga ditemukan dalam menemukan hubungan peran PPDP secara luas
dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak. Teori ini berguna dalam

melihat permasalahan-permasalahan peranan PPDP dalam sektor perbankan.

23 Lawrence Lessig, Code, Version 2.0 (New York: Basic Books, 2006)., him. 121.
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Lessig memberikan beberapa alternatif dalam menyelesaikan

permasalahan proses pelindungan privasi, sebagai berikut:*

a.

Melalui Hukum

Melalui hukum adalah pengaturan yang ada secara jelas menentukan
jenis-jenis  pelanggaran.  Pelanggaran-pelanggaran  tersebut
ditentukan sanksinya untuk dijatuhkan hukuman. Selain itu, hukum
juga memberikan prinsip-prinsip kepatuhan pelindungan privasi,
seperti prinsip pilihan (limit of choice) dan prinsip-prinsip fair
information. Sehingga hukum memberikan paksaan untuk bertindak
dengan cara-cara tertentu sesuai dengan aturan yang ada. Hukum
yang dimaksud Lessig juga disebut sebagai hukum yang ditetapkan
oleh Pemerintah.

Melalui Norma

Melalui norma adalah code of conduct yang berlaku di antara
perusahaan-perusahaan online. Code of conduct tersebut dijalankan
secara konsisten sehingga membangun suatu kepercayaan
masyarakat. Norma yang dimaksud Lessig bukan norma yang ada
pada undang-undang, tetapi lebih kepada etika. Perbedaan antara
norma dengan hukum terletak pada bentuk peraturan.

Melalui Pasar

Melalui market atau pasar adalah ketika situasi individu terbatasi

dengan segala aktivitas pasar yang ada. Misalnya, situasi pasar lebih

24 1bid., him. 200
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menekan masyarakat daripada hukum. Sederhananya adalah, pasar
berkaitan dengan penawaran yang dibuat oleh perusahaan-
perusahaan yang memengaruhi masyarakat.

d. Melalui Achitecture (code)
Melalui arsitektur atau code adalah penegakan hukum, norma, dan
pasar melalui sebuah bangunan atau arsitektur, misalnya seperti

privacy enhancing technology khususnya sistem informasi.

Lessig menyatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah pelanggaran
privasi tidak hanya dapat diselesaikan dengan 1 (satu) pendekatan saja.
Namun, dalam menyelesaikan permasalahan privasi, setidaknya minimal
menggunakan dua pendekatan di atas yang nantinya diintegrasikan.?> Lessig
memiliki pandangan bahwa hukum dapat membentuk norma untuk mengatur
perilaku seseorang. Undang-undang juga dapat mendikte kebijakan apa yang
harus diikuti oleh pasar. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut saling

memengaruhi untuk mengatur berbagai jenis model arsitektur yang ada.?

Dengan demikian, penggunaan teori code 2.0 guna mengidentifikasi
permasalahan peranan PPDP. Identifikasi masalah ini melalui konsep hukum,
norma, pasar, dan arsitektur. Pengidentifikasian masalah ini berguna dalam
melihat aspek-aspek fundamental pelindungan privasi secara general. Ketika

sudah ditemui konsep-konsep yang ada, maka PPDP pada pengaktualisasian

% Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional,
Regional, dan Nasional, 1 ed. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2022)., him. 43.

% Ahmad M. Ramli dkk., “Aspek Hukum Hubungan Platform Digital Over The Top dan
Pengguna Konten Multimedia” (Bandung: PT. Refika Aditama, 2022)., him. 17.
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perannya dilakukan melalui penelaahan pelindungan privasi dalam bingkai

code 2.0 di Indonesia.

2. Teori Pelindungan Privasi

Teori pelindungan privasi menjadi telaah atas pelindungan data sebagai
payung teori dalam lingkup yang lebih luas. Pentingnya privasi menjadi
motivasi pengembangan konsep privasi oleh Alan Westin—Profesor Hukum
dari Universitas Columbia, Amerika Serikat dalam tulisannya yang berjudul
Privacy and Freedom. Westin menyatakan privasi adalah hak individu, grup
atau lembaga untuk menentukan apakah data tentang mereka akan
dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lainnya. Pengembangan privasi
oleh Westin tersebut memunculkan jenis hak privasi, yaitu privasi atas data
pribadi atau data privasi.?’” Secara sederhana dapat dipahami bahwa data
pribadi yang bermuatan informasi pribadi harus dilindungi karena informasi
pribadi merupakan bagian dari privasi. Konsep dasar tersebut dapat dijadikan
untuk memahami bahwa data sebagai bagian dari privasi yang harus

dilindungi kerahasiaannya.

Pengembangan pelindungan privasi selanjutnya oleh Ann Cavoukian
dengan mengusung konsep privacy by design. Konsep privacy by design ini
menurut Sinta Dewi hampir mirip dengan konsep privasi Lessig, hanya saja
terdapat mekanisme yang lebih aplikatif sehingga dapat diterapkan oleh

negara-negara. Konsep privacy by design adalah teori yang memiliki fokus

27 Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional,
Regional, dan Nasional, 1 ed. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2022), him. 48.
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pada pendekatan teknologi dan praktik bisnis dalam mengatur data privasi.
Walaupun pengaturan data privasi secara teknologi telah digunakan privacy-
enhancing technologies (PETS), tetapi belum cukup untuk melindungi
privasi. Oleh karena itu, privacy by design memiliki 3 (tiga) prinsip dasar
dalam teorinya, yaitu pertama, IT systems, kedua, accountable business

practices, dan ketiga, physical design and networked infrastructure.

Melalui teori privacy by design tidak hanya legislasi/regulasi saja yang
menjadi upaya pelindungan privasi, tetapi juga sistem teknologi informasi
dan praktik bisnis.? Prinsip-prinsip dasar dari privacy by design ini sangat
cocok apabila digunakan sebagai pisau analisis penyusun yang membahas
pelindungan data sebagai bagian dari pelindungan privasi pada sektor

perbankan mengingat banyaknya variabel yang relevan pada sektor bisnis.

Namun, telaah teori pelindungan privasi yang dikaji oleh penyusun
adalah teori pelindungan privasi secara umum. Teori yang digunakan, seperti
pertama, sejarah privasi, kedua, hak-hak subjek data dan pengendali data,
kedua, privasi sebagai hak asasi manusia, ketiga, prinsip-prinsip dalam
privasi,dan keempat, pengertian istilah-istilah dalam privasi khususnya data
pribadi. Penggunaan teori ini sebagai telaah mendasar bahwa privasi dalam

sektor perbankan, harus dilindungi melalui peranan PPDP.

3. Teori Magqasid Syart ‘ah Kontemporer

28 1bid., him. 43.
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Pentingnya privasi menurut Al-Qur’an dijelaskan dalam Q.S. An-Nur (24):
27 — 29. Al-Qur’an menjelaskan bahwa privasi seseorang bukanlah untuk
umum. Bahkan pemerintah tidak mempunyai hak untuk mencampuri privasi
seseorang kecuali adanya alasan tertentu. Hak atas privasi dalam Islam
dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan pelanggaran terhadap hal tersebut
adalah dilarang kecuali adanya bukti yang kuat. Adanya pengecualian ini
menunjukkan bahwa Islam menganggap privasi tidak bersifat mutlak.
Melalui penelaahan tersebut dikaji tujuan tentang makna kontekstualisasinya

dengan pelindungan privasi.

Magasid syari‘ah adalah tujuan yang ingin dicapai dari penerapan
syariah Islam agar terciptanya suatu kebahagiaan hidup di dunia dan di
akhirat dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau
menolak yang tidak bermanfaat.*® Tujuan hukum Islam harus diketahui oleh
seorang mujtahid untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam secara
umum dalam menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang tidak
dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur’an dan Hadis.** Melalui metode
magqasid syart ‘ah maka ditemui bahwa pelindungan privasi merupakan salah

satu bagian dari maqasid syari‘ah. Walaupun demikian, masih perlu

29 Mariam Sherwani, “The Right to Privacy under International Law and Islamic Law: A
Comparative Legal Analysis,” Kardan Journal of Social Sciences and Humanities 1, no. 1 (2018),
him. 35.

30 Mohammad Ali Daud, Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di
Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), him. 61.

31 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), him.
124.
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Penelaahanlebih lanjut bahwa privasi termasuk klasifikasi magasid syari ‘ah

yang mana?

Para ahli ushul figh membagi magqasid syari ‘ah dari berbagai sudut dan
tinjauan sehingga terdapat berbagai macam magqasid sesuai sisi tinjauannya.
Klasifikasi maqasid syari‘ah dari segi keluasan atau cakupannya meliputi
beberapa magasid, (1) magasid syari'ah umum (‘ammah), (2) magasid
syart ‘ah parsial (khassah), dan (3) magasid syari ‘ah partikular atau spesifik
(juz’iyyah).?? Pada bagian urgensivitas, magqasid syart‘ah memiliki 3 (tiga)
tingkatan, yaitu (1) magasid esensial (daririyyah), (2) magasid primer
(hajiyyah), dan (3) magasid komplementer (tahsiniyyah).®®* Melalui berbagai
Klasifikasi magasid syari‘ah tersebut, penyusun mencoba untuk meneliti
posisi pelindungan privasi khususnya data dari sudut pandang magasid
syari‘ah, hal ini erat kaitannya dengan magasid syari‘ah kontemporer,

dimanakah posisi privasi dari berbagai klasifikasi tersebut?

Konstruksi pemikiran hukum Islam yang progresif, yaitu melalui
pengembangan hukum Islam melalui teori magasid syart 'ah kontemporer.
Relevansi magasid syari‘ah kontemporer dengan persoalan privasi atas
pelindungan data erat hubungannya dalam lingkup nilai khususnya dalam
pelindungan hak-hak kehormatan dan pelindungan harta benda. Pelindungan

kehormatan dalam magqasid syari‘ah melalui hifzh al-/rd (pelindungan

32 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Kedua, 1 ed. (Yogyakarta: UAD
Press, 2020), him. 52.

¥ Ibid., hIm. 53.
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kehormatan).3* Pelindungan harta benda karena adanya anggapan bahwa data
pribadi sama halnya merupakan harta yang dapat dimonetisasi. Adanya
pengembangan maqasid syari‘ah kontemporer dalam rangka pengakuan
kehormatan manusia dan pengakuan data pribadi sebagai harya inilah yang
menjadi pijakan dalam melihat relevansi pelindungan privasi sebagai hak

fundamental manusia.

Pelindungan privasi berdasarkan magqasid syari‘ah kontemporer
khususnya melalui %ifzh al-/rd menjadi pijakan dasar dalam pelindungan data
sebagai sebuah informasi yang privat. Walaupun demikian, %ifzh mal juga
menjadi telaah privasi dalam magasid syart ‘ah. Teori ini digunakan penyusun
guna menjawab bagaimana magasid syari‘ah kontemporer dalam
memandang pelindungan data sebagai bagian dari pelindungan privasi
sehingga dapat menjadi landasan filosofis peran PPDP dalam sektor

perbankan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif atau dapat disebut dengan
nama penelitian hukum doktrinal.*> Penelitian hukum normatif adalah

penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu penelitian hukum yang

34 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah, alih bahasa Rosidin
dan Ali Abd el-Mun’im, cet-1, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), him. 57.

% Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya,
2004), him. 52.
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tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum empiris atau sosiologis
untuk pengumpulan data. Penelitian hukum normatif berada pada wilayah
hukum itu sendiri dalam artian yang luas.*® Penelitian normatif-doktrinal
sangat relevan dengan jenis penelitian ini karena penyusun mengkaji melalui
norma-norma dan doktrin hukum yang berhubungan dengan pelindungan

data pribadi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum
normatif, seperti pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach).®” Pendekatan ini digunakan
untuk menemukan peranan PPDP dalam penelaahan yuridis-normatif melalui
peraturan perundang-undangan. Selain itu, PPDP ditelaah melalui pendekatan
konsep karena banyak sekali konsep yang memiliki kesamaan sebagai

pejabat/petugas yang memiliki peranan pelindungan privasi.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, di

antaranya:

a. Data primer

3% Nurul Qamar dan Farah Syah, Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal
(Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020), him. 47.

37 Ita Atika, Metode Penelitian Hukum (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2020), him 55.
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Data primer ini dapat berupa pernyataan opini pribadi para ahli hukum
yang berkaitan dengan topik yang diteliti oleh penyusun. Opini yang
dikumpulkan oleh penyusun dapat berupa opini ahli melalui berbagai

media perantara.

b. Data sekunder

Data sekunder yang penyusun gunakan di antaranya, seperti bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang

penjelasannya sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan penyusun, seperti Undang-
Undang Dasar NRI 1945, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022
tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Jasa Keuangan. Bahan hukum primer lainnya juga meliputi
peraturan presiden, kementerian terkait, peraturan Bank Indonesia,
peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan lainnya yang
berkaitan dengan pelindungan data dan PPDP pada sektor

perbankan.
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2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan
maksud/makna/penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan
hukum sekunder dapat meliputi, seperti buku, artikel jurnal, karya
tulis ilmiah, artikel ilmiah, hasil konferensi, lembar kebijakan, serta

tulisan ilmiah lainnya yang mendukung penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan non-hukum yang berasal dari
berbagai literatur non-hukum guna menunjang analisis dan

penelitian, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah analisis kualitatif.
Penyusunan analisis data secara kualitatif adalah menguraikan data secara
bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang-
tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.®
Melalui analisis data tersebutlah dapat diambil kesimpulan untuk menjawab

isu yang dibahas oleh penyusun dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan
Penyusun dalam penelitian ini membagi penelitian ini menjadi 5 (lima) yang

penjelasannya sebagai berikut:

38 Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, ......., him. 72.
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Bab Pertama, pada bab ini penyusun memiliki rencana yang berisikan
pendahuluan skripsi dengan beberapa subbab yang terdiri dari latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka

teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab Kedua, pada bab ini penyusun menjelaskan tinjauan umum teori
pelindungan data pada sektor perbankan. Pada bab ini penyusun menguraikan
variabel pejabat/petugas pelindungan data pribadi, teori pelindungan privasi, dan

teori maqasid syart ‘ah kontemporer.

Bab Ketiga, pada bab ini penyusun menjelaskan gambaran umum tentang
pelindungan data pribadi pada sektor perbankan. Gambaran umum tentang
pelindungan data pada sektor perbankan dari berbagai aspek, legislasi, dan

regulasi.

Bab Keempat, pada bab ini penyusun menjelaskan mengenai hasil analisis
peran Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi baik secara yuridis maupun

melalui magqdasid syart ‘ah kontemporer.

Bab Kelima, pada bab ini penyusun memberikan penutup yang berupa
kesimpulan dan saran atau rekomendasi berkaitan isu yang akan berkembang di

masa depan berkaitan dengan penelitian penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka

dapat diambil kesimpulan berupa:

1. Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi (PPDP) berdasarkan telaah analisis
Pasal 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pelindungan
Data (UU PDP) memiliki beberapan peran penting dalam perbankan.
Pertama, PPDP bertanggung jawab penuh atas pemberian informasi dan
saran kepada nasabah terkait pemrosesan data nasabah yang ada. Kedua,
PPDP berperan sebagai narahubung dan koordinator terkait pemrosesan data
bank khususnya data nasabah. Ketiga, PPDP berperan sebagai pemantau
kepatuhan norma pemrosesan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan keempat, PPDP berperan dalam memberikan
pendapat terkait penilaian dampak kegiatan inti perbankan pada produk yang
ditawarkan yang berkaitan dengan pemrosesan data nasababh.

2. Magasid syari ‘ah pada era saat ini dapat diaktualisasikan dalam berbagai hal
khususnya dalam pelindungan data nasabah. Aktualisasi ini dapat ditelaah
berdasarkan pendapat beberapa ahli tentang kriteria harta vis a vis data. Data
dapat dikatakan sebagai harta dengan alasan, pertama data memiliki nilai
manfaat melalui pemrosesan data khususnya dalam sektor perbankan melalui
business profiles. Kedua, data memiliki nilai ekonomis karena dapat

diperjualbelikan serta dimonetisasi, misalnya melalui behavior transaction,
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dan ketiga, data dilindungi oleh kebijakan legislasi yang sah di Indonesia
melalui UU PDP. Melalui, landasan berpikir tersebut maka juga dapat
dilakukan Klasifikasi cakupan dampak peretasan data pribadi berdasarkan
Magasid syari ‘ah. Kemudian, PPDP berperan dalam pengaktualisasian data
sebagai harta yang wajib dilindungi melalui pemaknaan kifzh ad-Din, Aifzh
an-Nafs, hifzh al-Agl, hifzh an-Nasl, hifzh, dan al-Mal dan upaya-upaya

standar teknis prosedur yang berlaku.

Dengan demikian, maka peranan PPDP dalam pelindungan dan penggunaan data
pribadi nasabah di sektor perbankan sangat penting. Pentingnya peranan tersebut
mengingat data dapat dimanfaatkan sebegitu besarnya, begitu juga sebaliknya.
Data dapat disalahgunakan untuk untuk berbagai kasus kejahatan. Oleh karena
itu, peranan PPDP dalam perbankan harus diperhatikan fungsi dan tugas

pokoknya sesuai dengan institusi keberadaannya.

B. SARAN

Beberapa saran dari penyusun yang dapat dilakukan adalah:

1. Pada kebijakan peraturan pemerintah yang mengatur tentang PPDP,
seyogianya melibatkan berbagai pihak khususnya dalam sektor jasa
keuangan. Hal ini disebabkan karena banyaknya data dan kompleksnya
sistem sektor jasa keuangan, khususnya perbankan. Pihak-pihak yang
dilibatkan, misalnya bagian divisi yang terkait dengan pemrosesan data,

kepatuhan hukum, dan/atau pimpinan tertinggi terkait.
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2. Perlu adanya pola sertifikasi PPDP yang dapat berkaitan dengan seluruh
aspek peranannya, baik dari segi hukum maupun praktik pelindungan data
pribadi. Penyusun menyarankan sertifikasi PPDP dinaungi oleh lembaga
indepen privasi dan memberikan izin sertifikasi pada lembaga-lembaga
penyedia sertifikasi di bawahnya, dengan pola yang sama dengan sertifikasi
mediator di Mahkamah Agung.

3. Perlunya kajian-kajian diskursus spesifik peranan PPDP yang lebih detail dan
komprehensif, misalnya kaitannya PPDP dalam persaingan usaha di sektor
perbankan, serta diskursus keilmuan lainnya.

4. Perlunya penelaahan lebih lanjut dalam memaknai data dalam perspektif
magqasid syart‘ah kontemporer khususnya dalam pemanfaatan data pada
kepemilikannya termasuk dalam milk al-tam (kepemilikan sempurna) atau
milk naqis (kepemilikan yang tidak sempurna).

5. Perlunya Penelaahanlebih lanjut dalam membangun wacana pelindungan
privasi dalam hukum Islam Kkhususnya melalui magqgasid syart ah
kontemporer melalui nas yang lebih komprehensif dengan membangun
wacana fikih privasi yang teraplikasikan dalam fatwa guna menghadapi
tantangan zaman agar Islam sebagai agama yang salih fi kulli zaman wa

makan

Dengan demikian, maka guna mengaplikasikan PPDP pada peranan yang lebih
nyata saran-saran tersebut patut untuk menjadi pertimbangan. Saran tersebut
dapat menjadi pertimbangan guna pengembangan peranan PPDP yang lebih

komprehensif dan tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Selain itu, saran
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terkait pengembangan konsepsi privasi dalam Islam guna pengembangan yang

lebih memberikan legitimasi yang kuat.
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